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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa ketentuan mengenai keberatan Pajak Bumi
dan Bangunan telah diatur dalam Pasal 15 dan
Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, terhadap
hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, berlaku
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2009;
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Mengingat

bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan,
meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, serta
memberikan kepastian hukum, perlu diatur
ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan
penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian
Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaga Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3569);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan
Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA

CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah
pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT
adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk
memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak PBB yang selanjutnya disingkat SKP PBB
adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok PBB atau
selisih pokok PBB, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah PBB
yang terutang.

Surat Keberatan adalah surat yang diajukan oleh Wajib Pajak kepada
Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatan atas SPPT atau SKP PBB.

Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah Kantor
Pelayanan Pajak yang mengadministrasikan Pajak Bumi dan
Bangunan.

Surat Pemberitahuan Untuk Hadir yang selanjutnya disingkat SPUH
adalah surat yang disampaikan kepada Wajib Pajak yang berisi
mengenai pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk hadir
dalam waktu yang telah ditetapkan guna memberikan keterangan
dan/atau memperoleh penjelasan mengenai hasil penelitian Keberatan
dari tim peneliti keberatan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak
atas suatu:

a.
b.

SPPT; atau
SKP PBB.
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Pasal 3

Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya diajukan terhadap
materi dalam penetapan besarnya PBB yang terutang pada SPPT atau SKP
PBB.

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB III
PENGAJUAN KEBERATAN
Pasal 4

Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dengan
menyampaikan Surat Keberatan.

Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. satu Surat Keberatan untuk satu SPPT atau SKP PBB;
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

c. ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak dan disampaikan
melalui KPP;

d. dilampiri dengan SPPT atau SKP PBB asli yang diajukan
keberatan;

e. dikemukakan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan
Wajib Pajak dan disertai dengan alasan pengajuan keberatan;

f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal
diterimanya SPPT atau SKP PBB, kecuali Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya dengan disertai bukti
pendukung; dan

g. ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal Surat Keberatan
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut
harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.

Dalam hal Surat Keberatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, atau huruf g, Wajib Pajak dapat
melakukan perbaikan atas Surat Keberatan tersebut dan
menyampaikan kembali sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terlampaui.

Untuk mendukung alasan pengajuan keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf e, Surat Keberatan dapat dilampiri
dengan:



(5)

(1)

(2)

(1)

(2)
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a. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib
Pajak dalam hal dikuasakan;

b. fotokopi izin pemanfaatan atas bumi atau kepemilikan hak atas
bumi;

c. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau
d. fotokopi bukti pendukung lainnya.

Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan
menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.

Pasal 5

Keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi:

a. bencana alam;

b. kebakaran;

c. huru-hara/kerusuhan massal;
d

diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan yang
mengakibatkan jumlah pajak yang terutang sebagaimana
tercantum dalam SPPT atau SKP PBB berubah; atau

e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

Dalam hal terdapat penerbitan Surat Keputusan Pembetulan secara
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan Wajib Pajak
belum mengajukan keberatan atas SPPT atau SKP PBB, Wajib Pajak
dapat mengajukan keberatan atas SPPT atau SKP PBB tersebut dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya
SPPT atau SKP PBB hasil pembetulan secara jabatan.

Pasal 6

Surat Keberatan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dapat
dilakukan:

a. secara langsung;

b. melalui pos; atau

c. melalui jasa pengiriman.

Tanggal Surat Keberatan diterima yaitu:

a. tanggal tanda terima sebagaimana tercantum pada bukti
penerimaan surat, dalam hal Surat Keberatan disampaikan
secara langsung; atau
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(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

b. tanggal pengiriman sebagaimana tercantum pada bukti
pengiriman surat, dalam hal Surat Keberatan disampaikan
melalui pos atau jasa pengiriman.

Dalam hal Wajib Pajak melakukan perbaikan Surat Keberatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), tanggal Surat
Keberatan diterima yaitu:

a. tanggal tanda diterima sebagaimana tercantum pada bukti
penerimaan surat, dalam hal Surat Keberatan yang telah
diperbaiki disampaikan secara langsung; atau

b. tanggal pengiriman Surat Keberatan yang telah diperbaiki
sebagaimana tercantum pada bukti pengiriman surat, dalam hal
Surat Keberatan yang telah diperbaiki disampaikan melalui pos
atau jasa pengiriman.

Bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dan ayat (3) huruf a, dan bukti pengiriman surat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, merupakan
tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

Pasal 7

Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak dipertimbangkan dan tidak
diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada Wajib
Pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan dengan
menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan
merupakan Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 8

Sebelum mengajukan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta
keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan PBB
kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP.

Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan yang diminta
oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pemberian keterangan oleh Direktur Jenderal Pajak atas permintaan
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menambah
jangka waktu pengajuan keberatan yang harus dipatuhi oleh Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f.
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Pasal 9

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB yang
terutang.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

BAB IV
PENCABUTAN SURAT KEBERATAN
Pasal 10

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan Surat
Keberatan sebelum tanggal diterimanya SPUH oleh Wajib Pajak.

Permohonan pencabutan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan
mencantumkan alasan pencabutan;

b. ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak dan disampaikan
melalui KPP; dan

c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal ditandatangani
oleh bukan oleh Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa
khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.

Permohonan pencabutan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan contoh format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Surat jawaban atas permohonan pencabutan Surat Keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan atau
penolakan permohonan pencabutan Surat Keberatan.

Surat jawaban atas permohonan pencabutan Surat Keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan menggunakan
contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 11

Proses penyelesaian keberatan dilakukan melalui penelitian
keberatan.

Dalam proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk:

a. meminjam buku, catatan, data, dan/atau informasi dalam bentuk
hardcopy dan/atau softcopy kepada Wajib Pajak terkait dengan
materi yang diajukan keberatan melalui penyampaian surat
peminjaman buku, catatan, data, dan/atau informasi;
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(3)

(4)

(5)

(6)

b. meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan terkait
dengan materi yang diajukan keberatan melalui penyampaian
surat permintaan keterangan,;

c. meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang
diajukan keberatan kepada pihak ketiga yang mempunyai
hubungan dengan objek pajak dan/atau Wajib Pajak
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan.

d. melaksanakan peninjauan di lokasi objek pajak, tempat
kedudukan Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap
perlu, yang meliputi kegiatan identifikasi, pengukuran, pemetaan,
dan/atau penghimpunan data, keterangan, dan/atau bukti,
mengenai objek pajak yang diajukan keberatan;

e. melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal-hal yang
diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak melalui penyampaian
surat panggilan dengan menggunakan contoh format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

f.  melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka
keberatan untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang
objektif untuk dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan
keputusan keberatan.

Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dan/atau permintaan keterangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lama 15 (lima belas) hari kerja
setelah tanggal surat peminjaman dan/atau surat permintaan
keterangan dikirim.

Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) berakhir, Wajib Pajak tidak meminjamkan sebagian atau
seluruh buku, catatan, data, dan/atau informasi dan/atau tidak
memberikan keterangan yang diminta, Direktur Jenderal Pajak
menyampaikan:

a. surat peminjaman yang kedua; dan/atau
b. surat permintaan keterangan yang kedua.

Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dan/atau permintaan
keterangan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat peminjaman
dan/atau surat permintaan keterangan yang kedua dikirim.

Dalam hal masih diperlukan, Direktur Jenderal Pajak dapat
meminjam buku, catatan, data, dan/atau informasi tambahan
dan/atau meminta keterangan tambahan dengan menyampaikan:



(7)

(8)

9)
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a. surat peminjaman tambahan; dan/atau
b. surat permintaan keterangan tambahan.

Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dan/atau permintaan
keterangan tambahan dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan
dalam surat peminjaman tambahan dan/atau surat permintaan
keterangan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Surat peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
surat permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, surat peminjaman yang kedua sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf a dan/atau surat permintaan keterangan yang kedua
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, surat peminjaman
tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan/atau
surat permintaan keterangan tambahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) huruf b, dibuat dengan menggunakan contoh format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh
peminjaman dan/atau permintaan keterangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), ayat (5), atau ayat (7), keberatan tetap diproses sesuai
dengan data yang dimiliki dan/atau diperoleh Direktur Jenderal
Pajak, dan dibuat berita acara dengan menggunakan contoh format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(10) Dalam hal dilaksanakan peninjauan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf d, Direktur Jenderal Pajak terlebih dahulu
memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan
menggunakan surat pemberitahuan peninjauan dalam rangka
penelitian keberatan PBB dengan menggunakan contoh format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(11) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e

dikirimkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal
pembahasan dan klarifikasi atas pengajuan keberatan.

(12) Pembahasan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf e dituangkan dalam berita acara pembahasan dan klarifikasi
atas pengajuan keberatan dengan menggunakan contoh format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(13) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan.
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Pasal 12

Sebelum Surat Keputusan Keberatan diterbitkan, Wajib Pajak dapat
menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis untuk
melengkapi dan/atau memperjelas Surat Keberatan yang telah
disampaikan.

Pasal 13

(1) Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Direktur Jenderal
Pajak meminta Wajib Pajak untuk hadir guna memberikan keterangan
dan/atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak
melalui penyampaian SPUH yang dilampiri dengan:

a. daftar hasil penelitian keberatan; dan
b. formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan.

(2) SPUH, daftar hasil penelitian keberatan, dan formulir surat tanggapan
hasil penelitian keberatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

(3) Pemberian keterangan dari Wajib Pajak dan/atau pemberian
penjelasan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud ayat
(1) dituangkan dalam berita acara kehadiran yang dibuat dengan
menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan hak untuk hadir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat berita acara
ketidakhadiran dengan menggunakan contoh format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan proses keberatan tetap
diselesaikan tanpa menunggu kehadiran Wajib Pajak.

(5) Daftar hasil penelitian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan atas
keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 14

(1) Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atas keberatan
yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
terhitung sejak tanggal Surat Keberatan diterima sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 6 ayat (3).

(2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan berdasarkan laporan penelitian keberatan.
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(3) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau
menambah besarnya jumlah PBB terutang yang dituangkan dalam
Surat Keputusan Keberatan.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
terlampaui dan keputusan atas keberatan belum diterbitkan,
keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap diterima dan
Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan
sesuai dengan pengajuan keberatan Wajib Pajak dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu 12 (dua belas)
bulan tersebut berakhir.

(5) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada Wajib Pajak:
a. secara langsung dengan bukti tanda terima; atau
b. melalui pos atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat.

(6) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data
dan/atau PBB yang terutang dalam SPPT atau SKP PBB, KPP
menerbitkan kembali SPPT atau SKP PBB berdasarkan Surat
Keputusan Keberatan, tanpa mengubah tanggal jatuh tempo
pembayaran.

(7) SPPT atau SKP PBB yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan
Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat diajukan
keberatan.

(8) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Surat Keberatan yang diajukan
sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum diterbitkan Surat
Keputusan Keberatan, diselesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku
pada saat Surat Keberatan diajukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2014

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA HAMONANGAN LAOLY
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LAMPIRAN [

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

CONTOH FORMAT SURAT KEBERATAN:

Nomeor ORI (1) (2)
Lampiran : ... (3)
Hal : Pengajuan Keberatan atas

SPPT/SKP PBB* Tahun Pajak ......... 4

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.b. Kepala KPP...............c.oooll. (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama T e eane (®)
NPWP D e (7)
Jabatan T e e (8)
Alamat D (9)
Nomor Telepon e (10)

bertindak selaku  : [ | wajib Pajak

E Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama e (11)

NPWP D (12)

Alamat T e e (13)

atas cobjek pajak:

NOP SN (14)

Alamat e (15)

PBB vang terutang : Rp....ccccooeieiiiiiiiia... (16) (cemreeii e ) (17)
Tanggal SPPT/SKP PBB* diterima @ .....cooiiiiiii e (18)
dengan ini mengajukan keberatan atas SPPT/SKP PBB*) Tahun Pajak ........... (19)
dengan alasan:

o e
e e
B dst. (20)

Menurut perhitungan kami, ketetapan PBB yang scharusnya adalah sebagai
berikut: (21)

Bumi D e m? X Rp....cooooeeeee. /m? = Rp ... (@)
Bangunan @ ...l m? X Rp..cooeevninne. /m? =Rp ..........occeeeeeen. + (b)
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) : (a + b) =R e c)
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajalk (NJOPTKP)= Rp .........c..cc.ooon.. - {d)
NJOP untuk penghitungan PBB (c - d) = Rp i (€)
Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) : 40% x (¢) =Rp....o.oooeeiniiiiinn... )

PBB yang terutang :0,5% x () = RP oo (2
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Bersama ini dilampirkan:

1. asli SPPT/SKFP PBB*) yang diajukan keberatan;
PPN ; dst. (22)

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Keterangan:
1. Beri tanda X pada|:| yang sesuai.
2. * Coret yang tidak perlu.

Wajib Pajak/Kuasa?*)



Nomor (1)

Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)

)

Nomeor (6
Nomor (7)

Nomor (8)
Nomor (9)

Nomeor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
Nomeor (13)

Nomeor (14)
Nomeor (135)
Nomor (16)

Nomeor (17)

Nomor (18)
Nomeor (19)
Nomer (20)
Nomor (21)
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEBERATAN

Diisi nomor Surat Keberatan sesuai dengan administrasi
Wajib Pajak.

Diisi kota dan tanggal Surat Keberatan dibuat.

Diisi jumlah lampiran yvang disertakan dalam Surat Keberatan.
Diisi Tahun Pajak SPPT/SKP PBB vang diajukan keberatan.

biisi nama dan alamat KPP tempat objek pajak diadministrasikan.

Diisi nama Wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani
Surat Keberatan.

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak atau kuasa
yang menandatangani Surat Keberatan.

Diisi jabatan yang menandatangani Surat Keberatan.

Diisi alamat Wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani
Surat Keberatan.

Diisi nomor telepon Wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani
Surat Keberatan.

Diisi nama Wajib Pajak apabila Surat Keberatan ditandatangani
oleh kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak apabila
Surat Keberatan ditandatangani oleh kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi alamat Wajib Pajak apabila Surat Keberatan ditandatangani
oleh kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi Nomor Objek Pajak (NOP).
Diisi alamat objek pajak.

Diisi jumlah PBB yang terutang dalam SPPT/SKP PBB
dalam angka.

Diisi jumlah PBB yang terutang dalam SFPPT/SKP PBB
dalam huruf.

Diisi tanggal SPPT'/SKP PBB diterima oleh Wajib Pajak.
Diisi Tahun Pajak SPPT/SKP PBB vang diajukan keberatan.
Diisi alasan keberatan menurut Wajib Pajak secara jelas.

Diisi perhitungan PBB menurut Wajib Pajak secara jelas dan
lengkap.
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16
Nomeor (22) : Diisijenis dokumen yang dilampirkan.
Nomor (23) : Diisi tanda tangan dan nama Wajib Pajak atau kuasa dari

Wajib Pajak.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGGRO
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LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOGR

TENTANG TATA CARA FENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN SURAT KEBERATAN TIDAK
MEMENUHI PERSYARATAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

............................................. (1)
Nomor PRI @ (3)
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pemberitahuan Surat Keberatan
vang Tidak Memenuhi Persyaratan
Ythe oo 4
Sehubungan dengan surat Saudara NOMOTr ... 18]
tanggal ... ©) hal (7) vang diterima
tanggal ...l (8), dengan ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan
Nomor /PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian
Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan, diatur bahwa:

a. Pasal 4 ayat (2):
Surat Keberatan harus memenuhi persyaratan :

1) satu Surat Keberatan untuk satu SPPT atau SKP PBB,;

2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

3) ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak dan disampaikan melalui KPP;

4) dilampiri dengan SPPT atau SKP PBB asli yang diajukan keberatan;

D) dikemukakan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan
Wajib Pajak dan disertai dengan alasan pengajuan keberatan;

6) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya
SPPT atau SKP PBB, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa
jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya dengan disertai bukti pendukung; dan

7) ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal Surat Keberatan
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut harus
dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
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b. Pasal 7 ayat (1)

Surat Keberatan yvang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (2) tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat
Keputusan Keberatan.

2. Berdasarkan penelitian kami, Surat Keberatan Saudara tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana angka 1 huruf a, yaitu:
1) ;

Sehingga sesuai ketentuan sebagaimana angka 1 huruf b, Surat Keberatan
Saudara tidak dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas terkait.

3. Saudara dapat mengajukan kembali Surat Keberatan sepanjang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN SURAT KEBERATAN

Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN

Diisi kepala surat.

Diisi nomor surat pemberitahuan.

Diisi tanggal surat pemberitahuan dibuat.

Diisi nama dan alamat Wajib Pajak.

Diisi nomor Surat Keberatan.

Diisi tanggal Surat Keberatan.

Diisi hal dalam Surat Keberatan.

Diisi tanggal diterimanya Surat Keberatan dari Wajib Pajak.

Diisi persyaratan pengajuan Surat Keberatan yang tidak
dipenuhi.

Diisi  jabatan pejabat yang menandatangani surat
pemberitahuan.

Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani
surat pemberitahuan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
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LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONE SIA
NOMOR

TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENCABUTAN SURAT KEBERATAN:

Nomor L e e (1) (2)
Lampiran : ......oocoiviiinininiinninina (3)
Hal : Permohonan pencabutan Surat Keberatan

atas SPPT/SKP PBB?*) Tahun Pajak .......... (1)

Yth. Direktur Jenderal Pajak
w.b. Kepala KPP............oooooiven (9)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama L e (6)
NPWP e (7)
Jabatan L e (8)
Alamat L e (9)
Nomor telepon L e (10)

Bertindak selaku
[ ] wajib Pajak

|:| Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama L (11)
NPWP N (12)
Alamat e (13)
atas objek pajak:
NOP e e (14)
Alamat O
................................................. (15).
Dengan ini mengajukan pencabutan atas Surat Keberatan:
Nomor P (16)
Tanggal L e e e e (17)
Hal surat P (18)
Penandatangan P (19)
Bertindak selaku P (20)
Nomor tanda terima  : ... (21)
Tanggal tanda terima @ ..........cocoiiiiiiiiiiiiiiiiinnecee, (22)
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Alasan pencabutan Surat Keberatan:

D e, dst.(23)

Demikian surat permohonan pencabutan atas pengajuan keberatan kami
sampaikan, untuk dapat disetujui.

Wajib Pajak/Kuasa?*)

Keterangan:
1. Beritanda X pada|:| yang sesuai
2. * Coret yang tidak perlu.
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PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN PENCABUTAN SURAT KEBERATAN

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor
Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

(1)
(2)
(3)
(4)
()
(©)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(1)
(15)
(16)

(17)

(18)

Diisi nomor surat permohonan pencabutan Surat
Keberatan sesuai dengan administrasi Wajib Pajak.

Diisi kota dan tanggal surat permohonan pencabutan
dibuat.

Diisi jumlah lampiran yvang disertakan dalam surat
permohonan pencabutan.

Diisi Tahun Pajak SPPT/SKP PBB yang diajukan
keberatan.

Diisi mama dan alamat KPP tempat objek pajak
diadministrasikan.

Diisi nama  Wajib Pajak atau kuasa vang
menandatangani surat permohonan pencabutan.
Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak atau
kuasa yang menandatangani surat permohonan
pencabutan.

Diisi  jabatan Wajib Pajak atau kuasa yang
menandatangani surat permohonan pencabutan.

Diisi alamat Wajib Pajak atau Lkuasa yang
menandatangani  surat permchonan pencabutan .

Diisi nomor telepon Wajib Pajak atau kuasa yang
menandatangani surat permohonan pencabutan.

Diisi nama Wajib Pajak apabila surat permohonan
pencabutan ditandatangani oleh kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak
apabila surat permohonan pencabutan ditandatangani
oleh kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi alamat Wajib Pajak apabila surat permohonan
pencabutan ditandatangani cleh kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi Nomor Objek Pajak (NOP).
Diisi alamat objek pajak.

Diisi nomor Surat Keberatan yang diajukan permohonan
pencabutan.

Diisi  tanggal Surat Keberatan vyang diajukan
permohonan pencabutan.

Diisi hal Surat Keberatan vang diajukan permohonan
pencabutan.
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Nomor (19) :  Diisi nama yang menandatangani Surat Keberatan yang
diajukan permochonan pencabutan.

Nomor (20) : Diisi kedudukan penandatangan Surat Keberatan vang
diajukan permohonan pencabutan yaitu sebagai Wajib
Pajak atau kuasa.

Nomor (21) : Diisi tanggal diterimanya Surat Keberatan yang
diajukan permohonan pencabutan .

Nomor (22) : Diisi tanggal diterimanya Surat Keberatan yang
diajukan permohonan pencabutan.

Nomor (23) : Diisi alasan diajukannya permohonan pencabutan Surat
Keberatan.

Nomor (21 : Diisi tanda tangan dan nama yang mengajukan

permohonan pencabutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
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LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

CONTOH FORMAT SURAT JAWABAN ATAS PERMOHONAN PENCABUTAN
SURAT KEBERATAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

............................................. (1)
Nomor e 2) (3)
Sifat : Segera
Hal : Jawaban atas Permohonan Pencabutan
Surat Keberatan PBB

Yth. oo 4

Sehubungan dengan surat Saudara NOMOT  .....occciveiviiiiiiinnnn. (9) tanggal
................... (6) yang diterima tanggal ............ (7) hal.................l U (8) atas
Surat Keberatan nomor ...........c..ooceevvene. (9) tanggal ..................lL (10), dengan ini

disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan Kketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor /PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan
Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan, diatur bahwa:

a. Pasal 10 ayat (1):

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan Surat Keberatan
sebelum tanggal diterimanya SPUH oleh Wajib Pajak.

b. Pasal 10 ayat (2):

Permohonan pencabutan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan mencantumkan
alasan pencabutan;

b. ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak dan disampaikan melalui KPP;
dan

c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal ditandatangani oleh
bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa khusus
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan.

2. Berdasarkan penelitian kami, permochonan pencabutan Surat Keberatan
Saudara memenuhi/tidak memenuhi*) ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2014 tentang Tata Cara
Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga
permohonan pencabutan Surat Keberatan Saudara disetujui/ditolak®).



25 2014, No.372

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan
terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Pajak,

Keterangan:
4 Coret vang tidak perlu.
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PETUNJUK PENGISTAN SURAT JAWABAN ATAS PERMOHONAN PENCABUTAN

Nomor
Nomor
Nomor
Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor
Nomor
Nomor

Nomor

(1)
(2)
(3)
(1)
()

SURAT KEBERATAN PBB

Disi kepala surat.

Diisi nomor surat jawaban.

Disi tanggal surat jawaban dibuat.
Diisi nama dan alamat Wajib Pajak.

[¥isi mnomor surat permchonan pencabutan Surat
Keberatan.

Diisi  tanggal surat permoheonan  pencabutan  Surat
Keberatan.

Diisi tanggal diterimanya surat permochonan pencabutan
Surat Keberatan.

lisi dengan hal surat permohonan pencabutan Surat
Keberatan.

Diisi nomor Surat Keberatan.
Diisi tanggal Surat Keberatan.
Diisi jabatan pejabat yang menandatangani surat jawaban.

Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang
menandatangani surat jawaban.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO



27 2014, No.372

LAMPIRAN V

FPERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN DAN
KLARIFIKASI ATAS PENGAJUAN KEBERATAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

............................................. (1)
e (2) (3)
: Sangat Segera
Hal : Pemanggilan Dalam Rangka
Pembahasan dan Klarifikasi atas
Pengajuan Keberatan
Yth. oo 4)
Sehubungan dengan Surat Keberatan Saudara nomor .................... 8]
tanggal .......cooeeenll (6) atas SPPT/SKP PBB" Tahun Pajak .................... (7) NOP
.................................. (8), dengan ini diharapkan kehadiran Saudara dalam rangka

pembahasan dan klarifikasi atas pengajuan keberatan, vang akan dilaksanakan
pada:

Hari, tanggal PP (9
Waktu PP (10)
Tempat D e (11)

Mengingat pentingnya acara tersebut diharapkan Saudara dapat hadir tepat
waktu dengan membawa dokumen yang diperlukan, antara lain:

B e, dst. (12)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan
terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Pajak,

Keterangan:
* coret yang tidak perlu
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PETUNJUK PENGISTIAN SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN
DAN KLARIFIKASI ATAS PENGAJUAN KEBERATAN

Nomor (1 Diisi kepala surat.

Nomor (2 Diisi nomor surat panggilan.

Nomor (3 [isi tanggal surat panggilan dibuat.

Nomor (4 Diisi nama dan alamat Wajib Pajak

Nomor (6 [iisi tanggal Surat Keberatan.

Nomor (7 Diisi Tahun Pajak SPPT/SKP PEB.

Diisi Nomor Objek Pajak (NOP).

)
)
)
)
Nomor (3) : Diisi nomor Surat Keberatan.
)
)
Nomor (8)
)

Nomor (9 [3isi hari dan tanggal dilaksanakannya pemanggilan.

Nomor (10) : Diisi waktu dilaksanakannya pemanggilan.

Nomor (11) : Diisi tempat dilaksanakannya pemanggilan.

Nomor (12) : Diisi dokumen yang diperlukan dalam pembahasan dan
klarifikasi.

Nomor (13) : Diisijabatan pejabat yang menandatangani surat panggilan.

Nomor (14) : Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang

menandatangani surat panggilan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
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LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

A, CONTOH FORMAT SURAT PEMINJAMAN BUKU, CATATAN, DATA, DAN/ATAU
INFORMASI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

............................................. (1)
Nomor e e (2) (3)
Sifat : Segera
Hal : Peminjaman Buku, Catatan,
Data, dan/atau Informasi

Ythe oo 4

Sehubungan dengan Surat Keberatan Saudara nomor ..................... (8]
tanggal ...l (6) atas SPPT/SKP PBBY Tahun Pajak .................... (7
NOP (8), dengan ini diminta kepada Saudara untuk

meminjamkan buku, catatan, data, dan/atau informasi, dalam bentuk hardcopy
dan/atau softcopy yang meliputi:

S
e
P dst.(9)

Buku, catatan, data, dan/atau informasi tersebut, wajib disampaikan kepada:
Nama D et aeeeeeeeeeeaaniaeeaeeaaes
Jabatan D e ee et ar e
Tempat L e dst.(10)

paling lama 15 (hma belas) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim.

Apabila dalam jangka waktu terscbut di atas Saudara tidak meminjamkan
buku, catatan, data, dan/atau informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy
dimaksud, maka Surat Keberatan Saudara tetap diproses sesuai dengan data yang
dimiliki dan/atau diperoleh dalam proses penyelesaian keberatan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Pajak,

Keterangan:
9 coret yang tidak perlu
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Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomeor
Nomor
Nomor
Nomeor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMINJAMAN BUKU, CATATAN,
DATA, DAN/ATAU INFORMASI

(1) Diisi kepala surat.

(2) Diisi nomor surat peminjaman.

(3) Diisi tanggal surat peminjaman dibuat.

4 Diisi nama dan alamat Wajib Pajak

(O) Diisi nomor Surat Keberatan.

(©) Diisi tanggal Surat Keberatan.

(7) Diisi Tahun Pajak SPPT/SKP PBB.

(8) Diisi Nomor Objek Pajak (NOP).

(9) Diisi  jenis buku, catatan, data, dan/atau informasi
yang dipinjam.

(10) Diisi nama dan jabatan tim peneliti, serta kantor tempat akan
disampaikannya buku, catatan, data, dan/atau informasi.

(11) : Diisi nama jabatan pejabat yang menandatangani
surat peminjaman.

(12) : Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat

yang menandatangani surat peminjaman.
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B.CONTOH FORMAT SURAT PEMINJAMAN BUKU, CATATAN, DATA, DAN/ATAU
INFORMASI KEDUA:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

............................................. (1)
Nomor D e (2) (3)
Sifat : Segera
Hal : Peminjaman Buku, Catatan,
Data, dan/atau Informasi Kedua

Ythe oo 4)

Sehubungan dengan surat kami NOMOT  eevvviiiiaiiinenne. (9)
tanggal .........cooenenaene. (0) hal peminjaman buku, catatan, data, dan/atau informasi,

dengan ini kami sampaikan bahwa sampai dengan surat ini dikirimkan, Saudara
tidak memenuhi sebagian/seluruh*) peminjaman buku, catatan, data, dan/atau
informasi.

Adapun buku, catatan, data, dan/atau informasi yvang masih harus Saudara
sampaikan terdiri dari:

Buku, catatan, data, dan/atau informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau
softcopy tersebut wajib disampaikan kepada:
Nama S PP
Jabatan N
Tempat L e (8)
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim.

Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak meminjamkan buku,
catatan, data, dan/atau informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy
dimaksud, maka Surat Keberatan Saudara tetap diproses sesuai dengan data yang
dimiliki dan/atau diperoleh dalam proses penyelesaian keberatan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Pajak,

Keterangan:
) coret yang tidak perlu
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Nomeor
Nomeor
Nomeor
Nomeor
Nomeor
Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMINJAMAN BUKU, CATATAN,

(1)
(2)
(3)
(1)

DATA, DAN/ATAU INFORMASI KEDUA

Diisi kepala surat.

Diisi nomor surat peminjaman kedua.

Diisi tanggal surat peminjaman kedua dibuat.
Diisi nama dan alamat Wajib Pajak

Diisi nomor Surat Keberatan.

Diisi tanggal Surat Keberatan.

Diisi jenis buku, catatan, data, dan/atau informasi yang
belum diserahkan oleh Wajib Pajak.

Diisi nama dan jabatan tim peneliti, serta kantor tempat akan
disampaikannya buku, catatan, data, dan/atau informasi.
Diisi nama  jabatan pejabat yang —menandatangani
surat peminjaman kedua.

Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang
menandatangani surat peminjaman kedua.
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C. CONTOH FORMAT SURAT PEMINJAMAN BUKU, CATATAN, DATA, DAN/ATAU
INFORMASI TAMBAHAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

............................................. (1)
Nomor PP IPRPR (2) (3)
Sifat : Segera
Hal : Peminjaman Buku, Catatan,
Data, dan/atau Informasi Tambahan
Ythe o (4)
Sehubungan dengan surat Saudara NoOmMor ............oeveee. (3)
tanggal ........coeeiininnn, (6) atas SPPT/SKP PBB* Tahun Pajak ................ (7)
NOP ..o (8), dengan ini disampaikan bahwa kami masih

memerlukan buku, catatan, data, dan/atau informasi tambahan, dalam bentuk
hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:

Buku, catatan, data, dan/atau informasi tambahan tersebut wajib
disampaikan kepada:

Nama T

Jabatan PP PPPTPPPP

Tempat L e e (10]

paling lama ............ (11) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim.

Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak meminjamkan buku,
catatan, data, danfatau informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy
dimaksud, maka Surat Keberatan tetap diproses sesuai dengan data yvang dimiliki
dan/atau diperoleh dalam proses penyelesaian keberatan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Pajak,

Keterangan:
1 coret yang tidak perlu
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMINJAMAN BUKU, CATATAN, DATA, DAN/ATAU

INFORMAST TAMBAHAN

Nomor (1) : Diisi kepala surat.

Nomor (2) : Diisi nomor surat peminjaman tambahan.

Nomor (3) : Diisi tanggal surat peminjaman tambahan dibuat.

Nomor (4) : Diisi nama dan alamat Wajib Pajak.

Nomor (5) : Diisi nomor Surat Keberatan.

Nomor (6) : Diisi tanggal Surat Keberatan.

Nomor (7) : Diisi Tahun Pajak SPPT/SKP PBB.

Nomor (8) : Diisi Nomor Objek Pajak (NGP).

Nomor (9) : Diisijenis buku, catatan, data, dan/atau informasi tambahan
yang dipinjam.

Nomor (10) : Diisi nama dan jabatan tim peneliti, serta kantor tempat akan
disampaikannya buku, catatan, data, dan/atau informasi.

Nomor (11) : Diisi batas waktu penvampaian jenis buku, catatan, data,
dan/atau informasi tambahan yang dipinjam.

Nomor (12) : Diisi jabatan pejabat yang menandatangani surat peminjaman
tambahan.

Nomor (13) : Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat

yang menandatangani surat peminjaman tambahan.
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D. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

............................................. (1)
Nomor e (2) (3)
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Keterangan
Ythe oo 1)

Sehubungan dengan Surat Keberatan Saudara nomor ............... (9)
tanggal ...l (6) atas SPPT/SKP PBB* Tahun Pajak ................. (7)
NOP ., (8), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Saudara mengajukan keberatan terhadap ...................oo (9)

Berkaitan dengan keberatan tersebut, diminta kepada Saudara memberikan
keterangan sehubungan dengan hal tersebut, yang meliputi:

2
D e
e ettt e dst.(10)
2. Keterangan tersebut di atas agar disampaikan kepada:
NAMA i
Jabatam @ ...
Tempat @ .. (11)

paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim.

Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak memberikan keterangan
dimaksud, maka Surat Keberatan Saudara akan diproses berdasarkan data yang
dimiliki dan/atau dipereoleh dalam proses penyelesaian keberatan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Dhrektur Jenderal Pajak,

Keterangan:
% coret yang tidak perlu
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KETERANGAN

Nomor (1 Diisi kepala surat permintaan.

Nomor (2 Diisi nomeor surat permintaan.

Nomor (3 Diisi tanggal surat permintaan dibuat.

Nomor (4 Diisi nama dan alamat Wajib Pajak

Nomor (6 Diisi tanggal Surat Keberatan.

Nomor (7 Diisi Tahun Pajak SPPT/SKP PBB.

Diisi Nomor Objek Pajak (NOP).

)
)
)
)
Nomor (D) : Diisi nomor Surat Keberatan.
)
)
Nomor (8)
)

Nomor (9 Diisi materi dalam penetapan besarnya PBB vyang terutang

pada SPPT/SKP PBB yvang diajukan keberatan.

Nomor (10) : Diisijenis keterangan yang diminta.

Nomor (11) : Diisi nama dan jabatan tim peneliti, serta kantor tempat akan
disampaikannya buku, catatan, data, dan/atau informasi.

Nomor (12) : Diisi jabatan pejabat yang menandatangani surat permintaan
keterangan.

Nomor (13) : Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat vang

menandatangani surat permintaan keterangan.
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E. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN KEDUA:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

............................................. (1)
Nomor e (2) (3)
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Keterangan Kedua
Ythe oo 4)
sSehubungan dengan surat kami NOMOT  civieiiiiiaiieann, (2)
tanggal ......covevenenenen. (6) hal Permintaan Keterangan, dengan ini kami sampaikan

bahwa sampai dengan surat ini dikirimkan, Saudara tidak memenuhi
sebagian/seluruh?) permintaan keterangan.

Adapun permintaan keterangan yang masih harus Saudara penuhi terdiri

L e e

e

B e dst.(7)
Keterangan tersebut di atas agar disampaikan kepada:

Nama .

Jabatan @ ...

Tempat @ .o (8)

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan
keterangan dimaksud, maka Surat Keberatan Saudara akan diproses berdasarkan
data vang dimiliki dan/atau diperoleh dalam proses penyelesaian keberatan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak,

Keterangan:
" coret yang tidak perlu
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KETERANGAN KEDUA

Nomor (1 Diisi kepala surat permintaan kedua.
Nomor (2 Diisi nomor surat permintaan kedua.
Nomor (3 Diisi tanggal surat permintaan kedua dibuat.

Diisi nama dan alamat Wajib Pajak

Diisi nomor Surat Keberatan.

(

(

(
Nomor (4
Nomor (

(

Nomor Diisi tanggal Surat Keberatan.

Nomor (7 Diisi jenis keterangan yang dimintakan kepada Wajib Pajak.

Nomor (8 Diisi nama dan jabatan tim peneliti, serta kantor tempat akan

disampaikannya keterangan yang diminta.

Nomor (9) : Diisi jabatan pejabat yang menandatangani surat permintaan
keterangan kedua.

Nomor (10) : Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat vyang
menandatangani surat permintaan keterangan kedua.
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. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

............................................. (1)
Nomor e (2) (3)
Sifat . Segera
Hal : Permintaan Keterangan Tambahan
Yth. o (1)

Schubungan dengan surat Saudara NOMOI  tovvivviniinannss (9)
tanggal ........oooevie (6) atas SPPT/SKP PBBY Tahun Pajak .................. (7)
NOP i, (8), dengan ini disampaikan bahwa kami masih
memerlukan keterangan tambahan yang terdiri dari:

L
s
e N dst.(9)

Keterangan tambahan tersebut di atas agar disampaikan kepada:
Nama .

Jabatan ...
Tempat @ . (10)
paling lama ............ (11) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan
keterangan dimaksud, surat Keberatan Saudara akan diproses berdasarkan data
yang dimiliki dan/atau diperoleh dalam proses penyelesaian keberatan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Pajak,

Keterangan:
* coret yang tidak perlu
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN

Nomor (1) Diisi kepala surat permintaan keterangan tambahan.

Nomor (2) Diisi nomor surat permintaan keterangan tambahan.

Nomor (3) Diisi tanggal surat permintaan keterangan tambahan dibuat.

Nomor (4) Diisi nama dan alamat Wajib Pajak.

Nomor (9) Diisi nomor Surat Keberatan.

Nomor (6) Diisi tanggal Surat Keberatan.

Nomor (7) Diisi Tahun Pajak SPPT/SKP PBB.

Nomor (8) Diisi Nomor Objek Pajak (NOP).

Nomor (9) : Diisijenis keterangan tambahan yang diminta.

Nomor (10) : Diisi nama dan jabatan tim peneliti, serta kantor tempat akan
disampaikannya keterangan tambahan yang diminta.

Nomor (11) : Diisi batas waktu untuk menyampaikan keterangan tambahan
yvang diminta.

Nomor (12) : Diisi jabatan pejabat yang menandatangani surat permintaan
keterangan tambahan.

Nomor (13) : Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat menandatangani

surat permintaan keterangan tambahan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
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LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REFUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

CONTOH FORMAT BERITA ACARA TIDAK MEMENUHI SEBAGIAN/SELURUH
PEMINJAMAN DAN/ATAU PERMINTAAN KETERANGAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BERITA ACARA TIDAK MEMENUHI SEBAGIAN/SELURUH PEMINJAMAN
DAN/ATAU PERMINTAAN KETERANGAN

NOMOR BA-.......oooin (2)
Pada hariini ...................... (3) tanggal................. A di.ooo (), kami:
Nama/NIP Pangkat/Golongan Jabatan

(©) (7) (8)
berdasarkan Surat Tugas nomor ..................... (9 tanggal ................. (10) telah
melakukan penelitian keberatan atas objek pajak:
NOP L (11)
Alamat objek pajak T e (12)
Tahun Pajak SPPT/SKP PBB*) ... (13)
Nama Wajib Pajak L e (14)
Alamat Wajib Pajak L (13).

Bahwa berdasarkan surat peminjaman, surat peminjaman kedua, surat
peminjaman tambahan, surat permintaan Kketerangan, surat permintaan
keterangan kedua dan surat permintaan keterangan tambahan:

No Nomor Surat Tanggal
(16) (17) (18)

dengan ini diterangkan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan tidak memenuhi
sebagian/seluruh*) peminjaman buku, catatan, data, dan/atau informasi serta
permintaan keterangan tersebut, sehingga permohonan Wajib Pajak diproses
menggunakan data yang dimiliki dan/atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak.
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Adapun pemenuhan atas peminjaman buku, catatan, data dan/atau informasi
serta permintaan keterangan adalah sebagai berikut:

No. Buku, Catatan, Data dan/atau Pemenuhan Buku, Catatan, Data,
Informasi yang Dipinjam serta dan/atau Informasi serta
Keterangan yang Diminta Keterangan
(19) (20) (21)

Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian/Seluruh*) Permintaan Peminjaman
dan/atau Permintaan Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui, Tim Peneliti

............................ (22) e (24])

NIP...ooiiiiiiiinns (23) NIP i (293)
.............................. (26)
NIP i (27)
.............................. (28)
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PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA TIDAK MEMENUHI SEBAGIAN/SELURUH
PEMINJAMAN DAN/ATAU PERMINTAAN KETERANGAN

Nomor (1) : Diisi kepala surat.

Nomor (2) : Diisi nomor berita acara.

Nomor (3) : Diisi hari berita acara dibuat.

Nomor (1) : Diisi tanggal berita acara dibuat.

Nomor (5) : Diisi tempat berita acara dibuat.

Nomor (6) : Diisi nama dan NIP tim peneliti keberatan.

Nomor (7) : Diisi pangkat dan golongan tim peneliti keberatan.
Nomor (8) : Diisijabatan tim peneliti keberatan.

Nomor (9) : Diisi nomor Surat Tugas Penelitian Keberatan PBB.

Nomor (10 Diisi tanggal Surat Tugas Penelitian Keberatan PBB.

Nomor (11 Diisi Nomor Objek Pajak (NOP).
Nomor (12

Nomor (13

)

)

) Diisi alamat objek pajak.

) Diisi Tahun Pajak SPPT/SKP PBB.
Nomor (14) : Diisi nama Wajib Pajak.
Nomor (195) Diisi alamat Wajib Pajak.
Nomor (16)
Nomor (17)

Diisi nomor urat.

Diisi nomor surat peminjaman buku, catatan, data dan/atau
informasi; surat peminjaman buku, catatan, data dan/atau
informasi kedua; surat peminjaman buku catatan, data
dan/atau informasi tambahan; surat permintaan keterangan;
surat permintaan keterangan kedua; dan surat permintaan
keterangan tambahan.

Nomor (18) : Diisi tanggal surat peminjaman buku, catatan, data dan/atau
informasi; surat peminjaman buku, catatan, data dan/atau
informasi kedua; surat peminjaman buku catatan, data
dan/atau informasi tambahan; surat permintaan keterangan;
surat permintaan keterangan kedua; dan surat permintaan
keterangan tambahan.

Nomor (19) : Diisi nomor urut.

Nomor (20) : Diisi jenis buku, catatan, data dan/atau informasi
yvang dipinjam serta keterangan yang diminta.

Nomor (21) : Diisi keterangan “va” apabila dipenuhi atau “tidak” apabila
tidak dipenuhi.
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Nomor

Nomor

Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor

Nomor

(22)

(23)

TSRS
S A

ISENS
L & J8 U2

™S
O
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Diisi jabatan pimpinan Unit Pelaksana Penelitian
Keberatan.

Diisi tanda tangan, nama dan NIP pejabat pimpinan Unit
Pelaksana Penelitian Keberatan.

Diisi jabatan tim peneliti keberatan.
Diisi tanda tangan, nama, dan NIP peneliti keberatan.
Diisi jabatan tim peneliti keberatan.
Diisi tanda tangan, nama, dan NIP peneliti keberatan.
Diisi jabatan tim peneliti keberatan.

Diisi tanda tangan, nama, dan NIP peneliti keberatan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
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LAMPIRAN VIII

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELE SAIAN
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENINJAUAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Nomor e (2) (3)
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Peninjauan
Yth. oo h
Sehubungan dengan Surat Keberatan Saudara nomor ..................... (S)

tanggal ... (0) atas SPPT/SKP PBB" Tahun Pajak .......c............. (7)
NOP (o (8) dengan ini diberitahukan bahwa:

No. Nama/NIP Pangkat/Golongan Jabatan

(9) (10) (11) (12)

diperintahkan untuk melaksanakan peninjauan di lokasi objek pajak, tempat
kedudukan Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang diperlukan dalam rangka
penyelesaian keberatan pada hari .............. (13) tanggal ...l (14) di

Demi kelancaran jalannya penelitian keberatan, Saudara atau kuasa Saudara
diminta untuk mendampingi dan memberikan bantuan seperlunya kepada petugas
peneliti.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.

a.n. Direktur Jenderal Pajak

Keterangan:
A coret yang tidak perlu
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PENINJAUAN

Nomor (1) : Diisikepala surat.

Nomor (2) : Diisi nomor surat pemberitahuan peninjauan.

Nomor (3) : Diisitanggal surat pemberitahuan peninjuan dibuat.
Nomor (4) : Diisi nama dan alamat Wajib Pajak.

Nomor (5) : Diisi nomor Surat Keberatan.

Nomor (6) : Diisitanggal Surat Keberatan.

Nomor (7) : Diisi Tahun Pajak SPPT/SKP PBB yvang diajukan keberatan.
Nomor (8) : Diisi Nomor Objek Pajak (NOP).

Nomor (9) : Diisi nomor urut.

Nomor (10 Diisi nama dan NIP tim peneliti keberatan.
Nomor (11

Nomor (12

Diisi pangkat dan golongan tim peneliti keberatan.

Diisi jabatan tim peneliti keberatan.

Nomor (14
Nomor (15
Nomor (16

)
)
)

Nomor (13) : Diisihari dilaksanakannya peninjauan.
) Diisi tanggal dilaksanakannya peninjauan.
) Diisi tempat dilaksanakannya peninjauan.
)

Diisi jabatan pejabat yang menandatangani
surat pemberitahuan peninjauan.

Nomor (17) : Diisi tanda tangan, nama dan NIP pejabat
yvang menandatangani surat pemberitahuan peninjauan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
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LAMPIRAN IX

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN DAN KLARIFIKASI
SENGKETA PERPAJAKAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BERITA ACARA PEMBAHASAN DAN KLARIFIKASI
SENGKETA PERPAJAKAN

NOMOR BA-.. .. (2)
Pada hari ini ..............oo0nee. (3) tanggal...............s 4) di oiiriiiiii (o),
kami:
Nama/NIP Pangkat/Golongan Jabatan
() (7) (8)
berdasarkan Surat Tugas nomor ................. (9) tanggal ............... (10) dan
surat panggilan dalam rangka pembahasan dan klarifikasi sengketa
perpajakan  TNOMIOT  ...iviiicrieeeeieeieenns (11) tanggal ......covcviinnnnn, (12), telah
melakukan pembahasan sengketa perpajakan terhadap keberatan Wajib Pajak:
Nama e e (13)
Alamat e e (14).
Atas chjek pajak:
NOP N (13)
Alamat objek pajak S O PPPPPP (16)
Tahun Pajak SPPT/SKP PBB?*) @ . (17)
Yang dihadiri oleh:
N
O PP PRSP
B e e
e PP PR (18)
Dengan pembahasan dan klarifikasi sebagai berikut:
) R 055 M P25 A 22 P2 1 5 SO SO

1. Jawaban/perjelasari: .o e e
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2. PeITAamyAATIL .o e
2. Jawaban/ penjelasan: . ...
G RN 3 0 2 8722 £ 1 0 N

3. Jawaban/ penjelasan: . ...

e e ettt ettt dst. (19)

Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan dalam
rangka keberatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.................. yerereeneenneeee(20)
Wajib Pajak/Kuasa* Tim Peneliti
.............................. (22)
............................ (21)
NIP o (23)
.............................. (24
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PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PEMBAHASAN DAN KLARIFIKASI

Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor

Nomor

Nomor

Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor

Nomor

Nomor
Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

(1)

ATAS PENGAJUAN KEBERATAN

Diisi kepala surat.

Diisi nomor berita acara.

Diisi hari berita acara dibuat.

Diisi tanggal berita acara dibuat.

Diisi tempat berita acara dibuat.

Diisi nama dan NIP tim peneliti keberatan.

Diisi pangkat dan golongan tim peneliti keberatan.
Diisi jabatan tim peneliti keberatan.

Diisi nomor Surat Tugas Penelitian Keberatan PBB.
Diisi tanggal Surat Tugas Penelitian Keberatan PBB.

Diisi nomor surat panggilan dalam rangka pembahasan dan
klarifikasi.

Diisi tanggal surat panggilan dalam rangka pembahasan dan
klarifikasi

Diisi nama Wajib Pajak.

Diisi alamat Wajib Pajak.

Diisi Nomor Objek Pajak (NOP).
Diisi alamat objek pajak.

Diisi Tahun Pajak SPPT/SKP PBB.

Diisi nama-nama para pihak vyang membahas misal:
Pemeriksan, Wajib Pajak atau kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi materi pembahasan dan klarifikasi.
Diisi nama kota dan tanggal berita acara dibuat.

Diisi nama dan tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa dari
Wajib Pajak.

Diisi jabatan pimpinan Unit Pelaksana Penelitian Keberatan.

Diisi tanda tangan, nama dan NIP pejabat pimpinan Unit
Pelaksana Penelitian Keberatan.

Diisi tanda tangan, nama dan NIP pejabat pimpinan Unit
Pelaksana Penelitian Keberatan.
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Nomor (24) : Diisijabatan tim peneliti keberatan.

Nomor (25) : Diisi tanda tangan, nama, dan NIP peneliti keberatan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
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LAMPIRAN X

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONE SIA
NOMOR

TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

A. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK HADIR:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

............................................. (1)

D ettt (2) (3)

: Sangat segera
Lampiran : ... (4)
Hal : Pemberitahuan Untuk Hadir
Yt i
................................................... (8)]

Sehubungan dengan telah dilakukan penelitian keberatan PBB berdasarkan

Surat TUEAS NOMIOT .ttt aaiaiiaaieaeaaaannn ©) tanggal
........................ (7) atas SPPT/SKP PBB* Tahun Pajak ............. (8) NOP
................................................................. (9), bersama ini disampaikan

pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan sebagaimana terlampir.

Mengingat hasil penelitian keberatan PBB tersebut berkaitan dengan
kewajiban pajak vang harus dilaksanakan, Saudara diberi kesempatan untuk
menanggapi secara tertulis sesuai formulir terlampir disertai buku, catatan, data,
dan/atau informasi vang mendukung uraian tanggapan tertulis tersebut dalam
jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim,
dan diharapkan kehadiran Saudara guna memberikan keterangan dan/atau
memperocleh penjelasan pada:

Hari, tanggal PP (10)
Waktu L e ettt a e e e aaes (11)
Tempat PP (12)
UNtUK MENEIMIUL 1 oo et e (13)

Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak hadir, surat Keberatan
PBB Saudara tetap diproses berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh dalam
proses penyelesaian keberatan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak

Keterangan:
‘1 dipilih yang sesuai dan coret yang tidak sesuai
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Nomor
Nomor
Nomor

Nomor

Nomor
Nomor
Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

52

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK HADIR

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Diisi kepala surat.
Diisi nomor surat pemberitahuan untuk hadir.
Diisi tanggal surat pemberitahuan untuk hadir dibuat.

Diisi jumlah lampiran yang disertakan dalam surat
pemberitahuan untuk hadir.

Diisi nama dan alamat Wajib Pajak.

Diisi nomor Surat Tugas penelitian keberatan.

Diisi tanggal Surat Tugas penelitian keberatan.

Diisi Tahun Pajak SPPT/SKP PBB yang diajukan
keberatan.

Diisi Nomor Objek Pajak (NOP).

Diisi hari dan tanggal dilaksanakannya pemberian
keterangan dan/atau untuk memperoleh penjelasan.

Diisi waktu dilaksanakannya pemberian keterangan
dan/atau untuk memperoleh penjelasan.

Diisi tempat pelaksanaan pemberian keterangan dan/atau
untuk memperoleh penjelasan.

Diisi nama pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang akan
memberikan penjelasan kepada Wajib Pajak dan/atau
untuk menerima keterangan dari Wajib Pajak

Diisi jabatan pejabat yang menandatangani surat
pemberitahuan untuk hadir.

Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang
menandatangani surat pemberitahuan untuk hadir.
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B. CONTOH FORMAT DAFTAR HASIL PENELITIAN KEBERATAN PEB:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESTA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR HASIL PENELITIAN KEBERATAN PEBB
] ) 2
Nomor Objek Pajak : [ T [ T[T 1[I IJ T IIT T 1%

Alamat Objek Pajak @ oo (3)
Tahun Pajak ) 4
SPPT/SKP PBBY D et et a e (1)
Namawajib Pajak : ------------------------------------------------------------------------- (5)
NPWP OO O O e ©)
Alammnal L (7)
No. Uraian Hasil Penelitian Keberatan PBEB
Urut
®) ©) (10)
, (11)
Mengetahui Tim Peneliti,
| (13) NIP oo, (15)
.............................. (16)
NIP oo, dst.(17)
Keterangan:

% Coret yang tidak perlu.
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PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR HASIL PENELITIAN KEBERATAN PBB

Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor
Nomor
Nomor

Nomor

(1)
(2)
(3)
(4)
()
(©)
(7)
(8)
()

(10)

(11)

(12)
(13)

(14)
(15)
(16)
(17)

Diisi kepala surat.

Diisi Nomor Objek Pajak (NOP).

Diisi alamat objek pajak.

Diisi Tahun Pajak SPPT/SKP PBB yang diajukan keberatan.
Diisi nama Wajib Pajak.

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak.

Diisi alamat Wajib Pajak.

Diisi nomor urut.

Diisi uraian jenis data dalam rangka penetapan PBB yang
terutang sampai dengan jumlah PBB yang terutang hasil
penelitian keberatan.

Diisi dengan hasil penelitian keberatan sampai dengan
jumlah PBB yang terutang.

Diisi kota dan tanggal dibuatnya daftar hasil penelitian
keberatan.

Diisi jabatan pimpinan Unit Pelaksana Penelitian Keberatan.

Diisi tanda tangan, nama dan NIP pejabat pimpinan
Unit Pelaksana Penelitian Keberatan.

Diisi jabatan tim peneliti keberatan.
Diisi tanda tangan, nama, dan NIP peneliti keberatan.
Diisi jabatan tim peneliti keberatan.

Diisi tanda tangan, nama, dan NIP tim peneliti keberatan.
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C. CONTOH FORMAT SURAT TANGGAPAN HASIL PENELITIAN
KEBERATAN PBB:

Nomor .., (1) (2)
Lampiran: ......cooeevvvnviniininnnnnn. (3)
Hal : Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan

atas SPPT/SKP PBB" Tahun Pajak............... 4

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.b. Kepala KPP ............oooeonn. (5)

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir nomor

................................ (6) tanggal ....................... (7)), saya:

Nama e et (8)

NPWP L e e e (9)

Pekerjaan/J abatan ........................................................... (10)
Alamat OSSP (11)
Nomor Telepon e (12)

dalam hal ini bertindak selaku:
DWajib Pajak |:| Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama P (15)

NEWP O OO OO O @

Alamat e (17)

atas objek pajak:

NOP JENEN NN IEENIEEEEIES
Alamat PSPPI (1H

dengan ini memberikan tanggapan atas hasil penelitian keberatan dengan uraian
sebagai berikut:

Keterangan:
1. " dipilih yang sesuai dan coret yang tidak sesuai
2. Memberi tanda X pada |:| yang sesuai
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Nomor

Nomeor

Nomeor

Nomor

Nomeor

Nomor
Nomor

Nomeor

Nomor

Nomeor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomeor

Nomeor

Nomor

Nomor

(2)
(3)

(1)
()

(6)
(7)
(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(11)
(19)

(16)

(17)

(18)

56

PETUNJUK PENGISIAN SURAT TANGGAPAN
HASIL PENELITIAN KEBERATAN PBB

Diisi nomor surat tanggapan sesuai dengan administrasi
Wajib Pajak.

Diisi tanggal surat tanggapan dibuat.

Diisi jumlah lampiran yang disertakan dalam surat
tanggapan.

Diisi Tahun Pajak SPPT/SKP PBB yang diajukan
keberatan.

Diisi nama dan alamat KPP tempat objek pajak
diadministrasikan.

Diisi nomor Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH).
Diisi tanggal Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH).

Diisi nama Wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani
surat tanggapan.

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak atau
kuasa yang menandatangani surat tanggapan.

Diisi pekerjaan atau jabatan yvang menandatangani surat
tanggapan.

Diisi alamat Wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani
surat tanggapan.

Diisi nomor telepon Wajib Pajak atau kuasa yang
menandatangani surat tanggapan hasil penelitian
keberatan.

Diisi Nomor Objek Pajak (NOP).
Diisi dengan alamat objek pajak.

Diisi nama Wajib Pajak apabila surat tanggapan
ditandatangani oleh kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak apabila
surat tanggapan ditandatangani oleh kuasa dari Wajib
Pajak.

Diisi alamat Wajib Pajak apabila surat tanggapan
ditandatangani oleh kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi uraian tanggapan dari Wajib Pajak.
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Nomor (19) : Diisi nama dan tanda tangan pembuat surat tanggapan
hasil penelitian keberatan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
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LAMPIRAN XI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONE SIA
NOMOR

TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

CONTOH FORMAT BERITA ACARA KEHADIRAN UNTUK MEMBERIKAN
KETERANGAN DAN/ATAU MEMPERGLEH PENJELASAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESTA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BERITA ACARA KEHADIRAN UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN
DAN/ATAU MEMPERCGLEH PENJELASAN

NOMOR: BA - e, (2)
Pada hari ini .................. (3) tanggal ... (4) dicevvniiniininn, (9),

kami:

No. Nama/NIP Pangkat/Golongan Jabatan

(©) (7) (8) ©)
sesuai dengan Surat Tugas nomor .................... (10) tanggal ............... (11), telah
melakukan penelitian keberatan PBB atas SPPT/SKP PBB* Tahun Pajak .......... (12)
serta memberitahukan dan menjelaskan hasil penelitian kepada:
Nama PPN (13)
Pekerjaan/Jabatan ... (14)
Alamat SO N (13)

dalam hal ini bertindak selaku**:
| | Wajib Pajak

D Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama L e e e e e a e ees (19)
NPWP | O I I I
Alamat SN (18)

atas objek pajak:

NOP LA T T T [ (o)

Alamat e s
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vang hadir memenuhi undangan sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Hadir nomor

..................... (21) tanggal ................... (22) dan Wajib Pajak memberikan

keterangan tertulis/lisan*) sebagai berikut:

R
................................................................................................... (23)

2. dst

Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh:

Tim Peneliti

Wajib Pajak/Kuasa® (295)
................................. (24) NIP .ccviiiiiiin (20)
.............................. (27)
NIP. .o, dst(28)
Keterangan:

1. *) dicoret yang tidak sesuai
2. * diisi tanda X pada |:| yang sesuai
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PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA KEHADIRAN UNTUK MEMBERIKAN
KETERANGAN DAN/ATAU MEMPEROLEH PENJELASAN

Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Noemor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor
Nomor
Nomor

Nomor

(1)
(2)
(3)
(1)
()
(©)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

(13)

(11)

(19)

(16)

(17)

Diisi kepala surat.

Diisi nomor berita acara kehadiran.

Diisi hari berita acara kehadiran dibuat.

Diisi tanggal berita acara kehadiran dibuat.
Diisi tempat berita acara kehadiran dibuat.
Diisi nomor urut.

Diisi nama dan NIP tim peneliti keberatan.
Diisi pangkat dan golongan tim peneliti keberatan.
Diisi jabatan tim peneliti keberatan.

Diisi nomor Surat Tugas penelitian keberatan.
Diisi tanggal Surat Tugas penelitian keberatan.

Diisi Tahun Pajak SPPT/SKP PBBE yang diajukan
keberatan.

Diisi nama Wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani
berita acara kehadiran pemberian keterangan dan/atau
memperoleh penjelasan.

Diisi pekerjaan atau jabatan Wajib Pajak atau kuasa yang
menandatangani berita acara kehadiran pemberian
keterangan dan/atau memperoleh penjelasan.

Diisi alamat Wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani
berita acara kehadiran pemberian keterangan dan/atau
memperoleh penjelasan.

Diisi nama Wajib Pajak apabila berita acara kehadiran
ditandatangani oleh kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak apabila
berita acara kehadiran ditandatangani oleh kuasa dari
Wajib Pajak.

Diisi alamat Wajib Pajak apabila berita acara kehadiran
ditandatangani oleh kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi Nomor Objek Pajak (NOP).

Diisi alamat objek pajak.

Diisi nomor Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH).
Diisi tanggal Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH).



61 2014, No.372

Nomor  (23) : Diisi keterangan yang telah diberikan cleh Wajib Pajak
atau kuasa dari Wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak atau
kuasa menyampaikan  keterangan — tertulis  harap
dicantumkan nomor dan tanggal surat dari Wajib Pajak
atau kuasa dari Wajib Pajak. Dalam hal isian ini tidak
mencukupi agar dibuatkan lampiran tersendiri dengan
ditandatangani oleh pihak-pihak yang tercantum dalam
berita acara ini.

Nomor  (24) : Diisi tanda tangan dan nama Wajib Pajak atau kuasa
Wajib Pajak.

Nomor  (29) Diisi jabatan tim peneliti keberatan.
Nomor  (26) Diisi tanda tangan, nama, dan NIP peneliti keberatan.
Nomor  (27) Diisi jabatan tim peneliti keberatan.
Nomor  (28) Diisi tanda tangan, nama, dan NIP peneliti keberatan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
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LAMPIRAN XII

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONE SIA
NOMOR

TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

CONTOH FORMAT BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN UNTUK MEMBERIKAN
KETERANGAN DAN/ATAU MEMPEROLEH PENJELASAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN
DAN/ATAU MEMPEROLEH PENJELASAN

NOMOR: BA - .o i (@)
Pada hari ini .................. (3) tanggal ........ooivviiins (A diceevviiiininnnan, (3,
kami:
No. Nama/NIP Pangkat/Golongan Jabatan
(©) (7) (8) (9)
sesuai dengan Surat Tugas Nomor ....................... (10) tanggal ............ (11), telah

melakukan penelitian keberatan PBB atas objek pajak:
SPPT/SKP PBB#

Tahun Pajak ... (12)
NOP LI e Pt P sy
Alamat D e e et r e e a e (14)

memberitahukan dan menjelaskan hasil penelitian kepada:

Nama L e e e (13)
Pekerjaan/Jabatan @ ... (16)
Alamat L PRSPPI (17)

dalam hal ini bertindak selaku**:
| | Wajib Pajak

DKuasa
dari Wajib Pajak
Nama e (18)
NPWP LTI T IO T T T e

Alamat PN (20)
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serta telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir dengan nomor
..................... (21) tanggal .............cooveeeennn (22) terhadap Wajib Pajak untuk
memberikan keterangan dan/atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya,
namun Wajib Pajak yang bersangkutan tidak hadir dan memberikan/tidak
memberikan*) keterangan tertulis/lisan*) sebagai berikut:

Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh:

Tim Peneliti

Wajib Pajak/Kuasa® (23)
................................. (24) NIP ..o (26)
.............................. (27)
NIP. oo, dst.(28)
Keterangan:

1. *) dicoret yang tidak sesuai
2. *4 diisi tanda X pada |:| yang sesuai
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PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN UNTUK MEMBERIKAN
KETERANGAN DAN/ATAU MEMPEROLEH PENJELASAN

Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)
(22)

Diisi kepala surat.

Diisi nomor berita acara ketidakhadiran.

Diisi hari berita acara ketidakhadiran dibuat.
Diisi tanggal berita acara ketidakhadiran dibuat.
Diisi tempat berita acara ketidakhadiran dibuat.
Diisi nomor urut.

Diisi nama dan NIP tim peneliti keberatan.

Diisi pangkat dan golongan tim peneliti keberatan.
Diisi jabatan tim peneliti keberatan.

Diisi nomor Surat Tugas penelitian keberatan.
Diisi tanggal Surat Tugas penelitian keberatan.
Diisi Tahun Pajak SPPT/SKP PBB.

Diisi Nomor Objek Pajak (NOP).

Diisi alamat objek pajak.

Diisi nama Wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani
berita acara ketidakhadiran pemberian keterangan
dan/atau memperocleh penjelasan.

Diisi pekerjaan atau jabatan Wajib Pajak atau kuasa yang
menandatangani berita acara ketidakhadiran pemberian
keterangan dan/atau memperoleh penjelasan.

Diisi  alamat Wajib  Pajak atau kuasa  yang
menandatangani berita acara ketidakhadiran pemberian
keterangan dan/atau memperoleh penjelasan.

Diisi nama Wajib Pajak apabila berita acara
ketidakhadiran ditandatangani oleh kuasa dari Wajib
Pajak.

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak
apabila berita acara ketidakhadiran ditandatangani oleh
kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi alamat Wajib Pajak apabila berita acara
ketidakhadiran ditandatangani oleh kuasa dari Wajib
Pajak.

Diisi nomor Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH).

Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Untuk Hadir
(SPUH).
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Nomor (23) : Diisi keterangan/penjelasan yvang telah
diberikan/diterima oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib
Pajak. Dalam hal Wajib Pajak atau kuasa dari Wajib
Pajak menyampaikan keterangan tertulis, harap
dicantumkan nomor dan tanggal surat dari Wajib Pajak
atau kuasa dari Wajib Pajak. Dalam hal isian ini tidak
mencukupi agar dibuatkan lampiran tersendiri dengan
ditandatangani oleh pihak-pihak yang tercantum dalam
berita acara ini.

Nomor (24) : Diisi tanda tangan, dan nama Wajib Pajak atau kuasa.
Nomor (25) : Diisi jabatan tim peneliti keberatan.

Nomor (26) : Diisi tanda tangan, nama, dan NIP peneliti keberatan.
Nomor (27) : Diisi jabatan tim peneliti keberatan.

Nomor (28) : Diisi tanda tangan, nama, dan NIP peneliti keberatan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
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LAMPIRAN XIII

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG

KEBERATAN:

Menimbang

Mengingat

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR. ....ooovioviiiiiiiienn, (1)
TENTANG
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS
SPPT/SKP PBBY TAHUN PAJAK .............. (2)
NOMOR OBJEK PAJAK........ccooovei.. (3)

—

4.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

bahwa berdasarkan Surat Keberatan Wajib Pajak atas nama

..... (1) nomor .........(5) tanggal ...............(0) yang diterima oleh
KPP .o, (7) tanggal .............. (8) berdasarkan LPAD/BPS
NOMOT ............. (9) tanggal ................ (10) atas SPPT/SKP PBB"
Nomor .......... (11) tanggal ........... (12)  Tahun Pajak
............. (13);

bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian keberatan Pajak
Bumi dan Bangunan nomor ............. (14) tanggal
.................. (135);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan
atas SPPT/SKP PBB" nomor ... (16)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994,

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  /PMK.03/2014 tentang

Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi
dan Bangunan;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi
Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 167 /PMK.01/2012;

........................................................................................ (18)



Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA
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MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN  DIREKTUR  JENDERAL  PAJAK  TENTANG
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS SPPT/SKP
PBBY NOMOR ........... (19) TANGGAL ............. (20).

1. Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak*) keberatan
Wajib Pajak dalam suratnya nomor........ (21) tanggal .......... (22).

2. Mengurangkan/Mempertahankan/Menambah?*) besarnya
jumlah PBB yang terutang atas pengajuan Keberatan PBB:

a. Wajib Pajak:

nama et e (23)
NPWP L e (24)
alamat PPN (235)
b. SPPT/SKP PBB:
nomor e et e e (26)
tanggal e (27)
PBB vang terutang : Rp .....cooooiiiiiiin. (28)
c. Objek Pajak:
NOP (29)
alamat
............................................ (30)
Sesuai dengan diktum PERTAMA, besarnya PBB vang terutang
menjadi sebesar Rpiiiiiin, (31)
(e )(32)

Penghitungan besarnya PBB yang terutang sebagaimana
dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

Luas (m?) NJOP/m? (Rp)
Uraian Bumi | Bangunan | Bumi | Bangunan Ketetapan
Semula | ..... (33) | ....... 34 |... (33 | ....... (36) | ... (37)
Menjadi | ..... (38) | ... 39 |.. (40) | ....... (41) | e (42)

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan
dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, kekeliruan tersebut
akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
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Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Direktur Jenderal Pajak

2. Kepala KPP ..o (43)
Ditetapkan
Aicee (44)
pada tanggal............coooeeel (43)
a.n.DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANWIL DJP....... (40)
NIP. o (47)

Keterangan:
") Coret yang tidak perlu



Nomor

Nomeor

Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor

Nomor

Nomeor

Nomeor

Nomor

Nomor

Nomeor
Nomeor

Nomeor

Nomor

Nomeor

Nomor

Nomor
Nomeor
Nomor

Nomeor
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN

(1)
(2)

(3)
(4)
(9)
()
(V)
(8)
(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)
(15)
(16)

(17)
(18)

Diisi nomor keputusan keberatan.

Diisi Tahun Pajak SPPT/SKP PBB yang diajukan
keberatan.

Diisi Nomor Objek Pajak (NOP).

Diisi nama Wajib Pajak.

Diisi nomor Surat Keberatan Wajib Pajak.

Diisi tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak.

Diisi KPP yang menerima Surat Keberatan Pajak.
Diisi tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak diterima.

Diisi nomor LPAD (Lembar Penerimaan Arus
Dokumen) atau Bukti Penerimaan Surat (BPS)
penerimaan Surat Keberatan.

Diisi  tanggal LPAD atau BPS penerimaan Surat
Keberatan.

Diisi Nomor Objek Pajak (NOP) untuk SPPT atau
nomor SKP PBB.

Diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKP PBB yang
diajukan keberatan.

Diisi Tahun Pajak SPPT atau SKP PBB vang diajukan
keberatan.

Diisi nomor laporan hasil penelitian keberatan.
Diisi tanggal laporan hasil penelitian keberatan.

Diisi Nomor Objek Pajak (NOP) untuk SPPT atau
nomor SKP PBB.

Diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKP PBB.

Diisi Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai
pelimpahan wewenang Direktur Jenderal pajak
kepada para pejabat di lingkungan Direktorat
Jenderal Pajak dan perubahannya.

Diisi Nomor Objek Pajak (NOP) untuk SPPT atau
nomor SKP PBB.

Diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKP PBB.
Diisi nomor Surat Keberatan.

Diisi tanggal Surat Keberatan.

Diisi nama Wajib Pajak.
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Nomor (24) :  Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Nomor (25) :  Diisi alamat Wajib Pajak.

Nomor (26) : Diisi nomor Nomor Objek Pajak (NOP) untuk SPPT
atau nomor SKP PBB.

Nomor (27) : Diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKP PBB.

Nomor (28) : Diisi jumlah PBB vang terutang.

Nomor (29) :  Diisi Nomor Objek Pajak (NOP).

Nomor (30) : Diisi alamat cbjek pajak.

Nomor (31) : Diisi PBB yang terutang hasil Keputusan Keberatan
dengan angka.

Nomor (32) : Diisi PBB yang terutang hasil Keputusan Keberatan
dengan huruf.

Nomor (33) :  Diisi luas bumi sesuai SPPT atau SKP PBB.

Nomor (34) : Diisi luas bangunan sesuai SPPT atau SKP PBB.

Nomor (35) : Diisi NJOP bumi per m? sesuai SPPT atau SKP PBB.

Nomor (36) : Diisi NJOP bangunan per m? sesuai SPPT atau SKP
PBB.

Nomor (37) : Diisi dengan jumlah ketetapan PBB sesuai SPPT atau
SKP PBB.

Nomor (38) : Diisi luas bumi hasil keputusan keberatan.

Nomor (39) : Diisi luas bangunan hasil keputusan keberatan.

Nomor (40) : Diisi NJOP bumi per m? hasil keputusan keberatan.

Nomor (41) : Diisi NJOP bangunan per m2 hasil keputusan
keberatan.

Nomor (42) : Diisi dengan jumlah ketetapan PBBE hasil keputusan
keberatan.

Nomor (43) : Diisi KPP yang mengadministrasikan objek pajak.

Nomor (44) : Diisi kota tempat diterbitkannya  keputusan
keberatan.

Nomor (45) :  Diisi tanggal diterbitkannya keputusan keberatan.
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Nomor (46) : Diisi jabatan  pejabat yang  menandatangani
keputusan keberatan.

Nomor (47) : Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang
menandatangani keputusan keberatan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO



